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‘hi‘tidak ada sisi kehidupan yang berlepas diri dari hukum, dan tidak

penyelenggaraan negara yang tidak didasari dengan dasar hukum.

S2lam hukum administrasi, para ahli mengintrodusir Asas Keabsahan

Pemerintah. Bahwa setiap tndakan pemerintah adalah sah

- Beesasarkan norma wewenang yang diberikan kepadanya, baik secara
Enbutf, delegatif, maupun mandat.

Fersp-pnnsip penyelenggaraan pemerintahan yang mengakomaodir asas
=aalitas (egaliteit beginsel), perlindungan terhadap hak asasi, keter-
atan pemenintah pada hukum, monopalo paksaan pemerintah untuk
menamin penegakan hukum, pengawasan oleh hakim yang merdeka
Sanus diselenggarakan dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan
wang baik. dalam hukum admiristras: dikenal adanya prinsip “dat het
Bestuur aan de wet s onderwopen” dan " het legaliteits beginsel houdt
® dat alleburgers bindende bepalingenop de wet moeten berusten”
Pesip i1 dikemukakan oleh D.D. Stout yang artinya, pemenntah it
unduk kepada undang-undang. Asas legalitas menentukan bahwwa
semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada

wndang-undang.

Busat Kajian Kebijakan Publk dan HAM (PKEP-HAM) Fakultas Hukum
Unwversitas Lampung bekerjasama dengan Bagian Hukum Administras:
MNegara Fakultas Hukum Universitas Lampung dan 5an Wawai Publishing
mencoba mengumpulkan tebaran pemikiran dari beberapa penulis dan
hasl penelitian mereka menjadi buku yang sekarang ada di tangan
pembaca. Berbagal pemikiran Hukum Administrasi seperti tentang
otonomi daerah, penyusunan Perda, check and balance, pengelolaan

Bumusm AQMIasiraa Nidars
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keuangan daerah, pengawasan pemerintah, ketenagakerjaan, agrana,
lingkungan hidup, dikumpulkan dalam satu naskah buku ini,

Buku ini pasti sangat banyak kekurangan, sehingga kritik pembaca
sangat kami harapkan demi perbaikan buku ini, S5emoga bermanfaat.

Bandar Lampung, 2 Februari 2016
Editor,
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bl

PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh:
Upik Hamidah, S.H., M.H,

Permasalahan  yang dihadapl dalam menjaga keberlanjutan
produks pertanian, khususnya pangan, adalah adanya alih fungsi
lahan pertanian pangan ke non pertanian pangan. Sehimgga
menarik untuk dikap dalam suatu penelitian dengan rumusan
permasalahan yakni bagaimanakah upaya pengendalian alit fungsi
lahan pertanian pangan berkelanputan di provinsi Lampung dan
hambatan apa yang dihadapi dalam pengendalian alib fungsi lahan
pertanian pangan berkelanjutan di Provinsi Lampung. Pepelitian
dilakukan dengan pendekatan normatif (dogmatic research) dan
untuk melengkapi data penelitian, digunakan juga pendekatan
empiris dengan melakukan penelitian lapangan (feld research).
Berdasarkan hasil penelitian diketahu bahwa upaya pengendalian
alih fungsi lahan berkelanutan di Provins Lampung merupakan
wewenang pemenntab daerah yang sejalan dengan Undang-
Undangtentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi
Lampung Momor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Permerintahan
Daerah Provinsi Lampung. Penetapan kawasan  perlindungan
lshan pertanan berkelanjutan menupakan kewenangan provins,
sedangkan penetapan lokasi dan luasannya menadi kewenangan
pemenntah kabupatenfkota, Selain itu upaya pengalthan fahan
harus disesuaikan dengan rencana pembangunan datam konteks
penataan ruang. fahap-tahap pelaksanaan kebiakan tersebut
dapat dimulai dengan pemetaan kebutuhan berupa pembentukan
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instansi yang mempunyal tugas menyelenggarakan sebagian
urysan pemerintahan provins di bidang pertanan  tanaman
pangan dan hortikultura. Faktor penghambat dalam pengendalian
pengalihan fungsi lahan paling tidak dapat dipetakan menjadi
beberapa fakior penghambat, yaitu (i) faktor hukum, yaitu bahwa
pengendalian alih furigsi ini merupakan implementasi pelaksanaan
wewenang di bidang pertanian; () faktor keuangan daerah, aspek
inl berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah
untuk pemibiayaan upaya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan, (iii} faktor budaya masyarakat, hal ini dikarenakan
kultur masyarakat agrars semakin ditinggalkan, dan {ivh faktor
ekonomi, dimana nilai tambah (added valuel yang dihasilkan
dari atih fungs lahan pertanian menjadi non pertanian cukup
tinggi. Sehingga diperfukan pembentukan produk hukum daerah
terkait dengan upaya perlindungan terhadap lahan pertanian
pangan berkelanjutan termasuk penganggaran untuk membiayai
pelaksanaannya

Kata Kuncl: Fengendalian, Alih Furngsi Lahan, Provinst Lampung

I. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang

Tujuan bernegara Indonesia sebagaimana tertulis dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI Tahun
1945 adalah “mebndungi segenap bangsa Indonesia dan selurun
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abads, dan keadilan
sosial”. Perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan
umum adalah tanggung jawab negara, yang dilaksanakan oleh
Permerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.
salah satu bentuk perindungan tersebut adalah terjaminnya hak atas
pangan bag segenap rakyat sebagai suatu hak konstitusional warga
negara [ndonesia.



Pasal 28A dan Pasal 28C UUDNRI 1945 merupakan ketentuan yang
member jaminan terhadap hak atas pangan sebaga hak dasar warga
negara. Disamping itu, dalam Article 25 Universal Declaration of Human
Rights Juncto Article 11 international Covenant on Economic, Social and
Cultural Right {{CESCR). Dan Deklaras Roma tentang Keamanan Pangan
Dunia (1996). Lebih lanjut, secara nasional telah ditetapkan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (selanjutnya disebut UU PLPPB),
UU ini menadi landasan yurids dalam upaya perindungan lahan
pertanian pangan di tap-tiap daerah, Tujuan diterbitkannya LU PLPBB
adalah untuk melindung: kawasan dan lahan pertanian pangan secara
berkelanjutan, menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara
berkelanjutan, mewujudkan kemandinan, ketahanan dan kedaulatan
pangan, melindung kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani,
meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat,
meningkatkan perindungan dan pemberdayaan petani, meningkatkan
penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, mempertahankan
keseimbangan ekologss, serta mewiujudkan revitalisasi pertanian

Berkenaan dengan perindungan terhadap lahan pertanian pangan
berkelanjutan, aktifitas alih fungsi lshan pertanian merupakan ancaman
terhadap pencapaian ketahanan dan keamanan pangan. Ketahanan
pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang
tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun
mutunya, aman, merata dan terjangkac. Sedangkan keamanan pangan
adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan
dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat
mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia,
Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandin
dapat menentukan kebijakan pangannya, yang memjamin hak atas
pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya
untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan
potensi sumber daya lokal. Alih fungs: lahan mempunyai implikasi vang
senus terhadap produksi pargan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan
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masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung
pada lahannya. ’

Pravinsi Lampung yang merupakan salah satu lumbung pangan nasional
vang memilik peran penting dalam menjaga ketahan, keamanan dan
kedaulatan pangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat di Provinsi
Lampung khususnya, dan secara nasional pada umumnya. Hal ini sejalan
dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPIPD) Provins:
Larnpung Tahun 2005-2025, dimana pada sektor pertanian menjadi
salah satu sektor unggulan di Provinsi Lampung. Berdasarkan RPIPD
Provinsi Lampung Tahun 2005-2025, ketahanan pangan telah memadai
pada pericde 1995-2005 dengan stok surplus untuk cadangan beras
berada pada kisaran 89 ribu - 380 ribu ton. Produktivitas padi sawah
berkisar 4,3 - 4,5 ton GKG/MHa, produktivitas jagung pada Kisaran
2.2-3.3 ton pipilan kering/Ma, dan ubi kayu berksar 20-35 ton umbi
basah/Ha, Meskipun cenderung menurun, kontribusi sektor pertanian
terhadap pembentukan PDRB (atas dasar harga berkala) dalam periode
2000-2004 masih tetap paling besar, yaitu berkisar 45,30% (2000) -
38,59% (2004}, Provinsi Lampung juga dikenal sebagal produsen sap
potong utama di Indonesia dengan populasi sapl mencapai 394.591
ekor (BPS, Lampung Dalam Angka 2010},

Laporan BPS Provinsi Lampung yang tertuang dalam Buku Lampung
Dalam Angka (lampung n Figure) menunjukkan bahwa pada kurun
waktu 2005-2009 luas panen tanaman pangan untuk komoditi padi
sawah mengalami tren meningkat, sedangkan padi ladang cenderung
menurun. Luas panen padi sawah pada Tahun 2005 berkisar di angka
426.192 Hektar dan di Tahun 2009 meningkat menjadi 506.596 Hektar,
sedangkan padi ladang yang mempunyai luasan lahan 70.346 pada
Tahun 2005 turun menjadi hanya 63.821 Hektar di Tahun 2009, Bila
kedua komodit ini dijadikan satu, maka luasan lahannya mengalam:
peningkatan dari 496538 Hektar di Tahun 2005 menjad 570417
di Tahun 2009. Hasil per Hektar tanaman pangan (padi sawah) juga
cenderung meningkat, yaitu darl 4,55 Ton (2005) menjadi 4,91 Ton
(2009), Total produks: tanaman pangan berupa pad sawah dan padi



ladang mencapai 2.673.844 Ton di Tahun 2009. Berdasarkan Sensus
Pertanian 2003, rata-rata luas lahan yang dikuasai oleh rumah tangga
pertanian di Provins Lampung sebesar 1,08 hektar; vang berarti lebih
rendah dan rata-rata Sumatera (1,23 hektar) dan Luar Jawa (1,31
hektar); tetapi masih lebih tinggi dan rata-rata di Jawa (0,41 hektar)
dan nasional (0,81 hektar). Jumlah rumah tangga pertanian pengguna
lahan yang menguasai lahan kurang dan 0,50 hektar atau petani gurem
mencapal 26,62%.

Berdasarkan data di atas, pemerintah daerah perlu menyelenggarakan
pembangunan pertanian berkelanjutan. Tantangan paling serius yang
mengancam keberlanjutan produksi pertanian, khususnya pangan,
adalah adanya alih fungsi lahan rigasifrawa yang terus bertambah,
penggunaan lahan ke non pertanian, serta meningkatnya jumlah petan)
gurem. Untuk ru diperlukan suatu penelitian dalam rangka menngetahui
upaya apa yang telah dilakukan dan faklor apa yang menghambat
dalam pengendalian alih fungs: lahan pertanian pangan berkelanjutan
dh Provinsi Lampung.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka permasalahan
yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

a, Bagaimanakah upaya pengendalian alih fungsilahan pertanian
pangan berkelanjutan di provinsi Lampung?

b. Hambatan apa yang dihadapi dalam pengendalian alih fungsi
lahan pertanian pangan berkelanjutan di Provinsi Lampung?

. METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan normatif {dogmatic
research) (Peter Mahmud Marzukic 2005) yang dilakukan dengan
mengkaji aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan pengendalian
alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Provinsi Lampung.
selanjutnya untuk melengkap data penelitian, digunakan [uga
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pendekatan empiris dengan melakukan penelitian lapangan (field
research). Data yang diperoleh kemudian dianaltsis secara kualitatif
dengan mendeskripsikan data yang dihasitkan dari penelitian lapangan
ke dalam bentuk penjelasan secara sitematis sehingga dapat diperoleh
gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti, dan dari hasi analisis
tersebut kemudian disimpulkan.

ill. PEMBAHASAN
1. Konsep Perlindungan Lahan

Aspek  berkelanjutan  yang dimaksud dalam perlindungan lahan
pertanian pangan berkelanjutan adalah mencakup keberlanjutan dan
pendayagunaan areal baru itu sendin sebagal suatu entitas exonomi,
dan keterkaitan timbal baliknya dengan wilayah sekitarnya dalam hal
kelestarian lingkungan fisik dan sosial ekonomi, Permasalahan yang
secara langsung dan tidak langsung terkail dengan aspek il harus
diperhitungkan sejak awal agar berbagai ekses negatif dari perubahan
tataguna lahan dapat diantisipasi seiak awal, Keberlanjutan perluasan
areal pertanian ditentukan oleh kelayakan teknis, kelayakan finansial/
ekn-nnrn|,kela1,'akaniingkungan{envfrcmm#amspecﬂ.danahseptahulitas
sosial dari program tersebut. Pendekatannya perlu dilakukan secara
simultan dan terpadu karena sifatnya saling mempengaruhi,

Pertanian lanaman pangan merupakan priofitas program  kemajuan
usaha pertanian di Provinsi Lampunag, dengan membangun sisterm
pertanian terpadu berbasis organik yang ramah lingkungan dan
berkelanjutan (Pertanian Input Rendah). Antusiasme petani di Provinsi
Larmpung yang cukup tinggi untuk mewujudkan hal tersebut, terlebih
dengan adanya dukungan program yang dilaksanakan oleh Kantor
Radan Ketahanan Pangan. Melimpahnya hasil pertanian tanaman
pangan tersebut, dengan dikembangkannya sistem pertanian terpadui
berbasis organik, maka peluang usaha terbuka lebar khususnya untuk
industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan, utamanya pad
organik, jagung, kedelai dan ubi kayu yang mempuiydl kapasitas
produksi cukup banyak



Disamping itu, melihat kesulitan petani mendapatkan bibit unggul dan
pupuk di saat musim tanam dimulai, juga membuka peluanyg usaha
dikembangkannya pabrikasi bibit unggul dan pupuk organik sesuai de-
ngan standar yang ditetapkan. Kawasan peruntukan pertanian meliputi:
kawasan pertanian pangan berkelanjutan, tegalan {tanah ladang), lahan
kering, dan hortikultura,

Lahan pertanian pangan merupakan bagian dar bumi sebagai karunia
Tuhan Yang Maha Esa vang dikuasai oleh neqara dan dipergunakan un-
Wk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana
diamanatkan dalam UUDNRI 1945 Indonesia sebagai negara agraris
perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelan-
jutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandiriar,
serta dengan menjaga xeseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekano-
e Nasional.

Dalam konteks Indonesia, meskipun konsep desentralisasi pemerintahan
sudah ada sejak disahkannya UUD 1945 lsebelum amandemen), dan
bahkan sejak pemenntahan kolonial Belanda, namun otonomi daerah
sebagal pelaksanaan desentralisasi mengalami pergeseran paradigma
pasca reformasi setelah ditetapkannya Undang-Undang MNomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Seolah telah teradi juga
pergeseran orientasl dari recshtaat menjadi political state, padahal
tujuan negara hukum adalah supremasi hukum.

Desentralisasi dapat diterapkan dengan memilh salah satu diantara
lima sistern, yaitu: (i) sistemn residu. Dalam sisterm i, tugas-tugas yang
menadi wewenang pemenntah pusat ditertukan terlebih dahulu,
sedangkan sisanya diserahkan kepada daerah. Sistem ini dianut oleh
negara-negara Eropa kontinental seperti Perancis, Belgia dan Belanda,
Indonesia menganut sistem ini pada saat diberiakukannya Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, (i) sistem
matenal. Dalam sistem ini, tugas-tugas pemerintah daerah ditetapkan
satu persatu secara limitatif-dan tening, di luar tugas daerah tersebut,
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merupakan tugas pemerintah pusat. Sistem ini dianut oleh negara
Anglo-Saxon, terutama Amerika Serikat dan Inggrs; (ii} sistern formal,
Dalam sistem ini, urusan yang termasuk dalam urusan rumah tangga
daerah tidak dimasukkan secara apricn dalam undang-undang. Daerah
diperbolehkan menetapkan segala sesuatu yang sesuai dengan kondisi
daerahnya, asalkan tidak mencakip urusan yang telah diatur oieh
pemerintah pusat. Dengan kata lain, urusan pemerintah daerah dibatasi
oleh peraturan perundang-undangan yang lebih linggi. Indonesia
menganut sistem eni setelah diberlakukannya Undang-Undang Karmor
37 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Momor 18 Tahun 2007; (iv)
sistem otonomi niil. Dalam sistern in), desentralisas diserahkan kepada
daerah berdasarkan kondisi nyata dan rill yang dialami daerah, sesual
dengan kemampuan daerah; ) sisterm otonomi nyata, dinamis dan
hertanggung jawab. Sistem ini merupakan varias dari prinsip olonom
siil. Sistern i pernah dijalankan di Indonesia pada saat diberlakukannya
Undang-Undang Nomor & Tanun 1974

Dari kelima sistern tersebut, kesemuanya akan kembal pada keadaan
ideal bahwa filosofi otonomi daerah yang dilaksanakan dengan
cara desentralisas: politik (devolus) dan desentralizasi adrmimstras:
(dekonsentrasi)  menempatkan  rakyat sehagai  subyek  dalam
penyelenggaraan pemernntahan daerah yang terikat pada hukum
administrasi, Menjabarkan pemikiran dari van Wijk Koninenbelt dan
de Haan, Philipus M. Hadjon (1994:28) mengemukakah bahwa hulkum
administrasi mempunyai unsur-unsur pokok yang meliputs

a. Mengatur sarana bagi penguasa untuk mengatur dan
mengendalikan masyarakat,

b. Mengatur cara-cara partisipasi warga negara dalam proses
pengaturan dan pengendalian tersebut,

¢, Perlindungan hukum (rechtsbeschermingl;

4. Penetapan norma-norma  fundamental  bagr  penguasa
(averheid) untuk pemerintahan yang baik (algemene heginselen
van behoorlijk bestuur).



Baik buruknya pemerintahan di daerah sangat bergantung pada kualitas
peraturan hukumnya. Orientasi pembentukan peraturan perundang-
undangan di daerah dalam bertuk Perda berorientasi pada kesejahteraan
masyarakat, bukan semata-mata untuk mengejar Pendapatan Asl
Daerah (PAD) yang sebesar-besarnya, Terehih lagi, pembentukan Perda
PLPPE beronentasi untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan
rakyat sebagaimana diamanatkan dalam UUDNRI 1945, Hal ini dilakukan
dengan memperhatikan semakin meningkatnya pertambahan penduduk
serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya
degradas, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah
mengancam daya dukung wilayah dalam menjaga kemandinan,
ketahanan, dan kedaulatan pangan,

2. Upaya Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan di Provinsi Lampung.

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLPPB) dapat
menjadi acuan bagi Pemesintah Kabupaten/Kota yang memadi urusan
pemerintah, provinsi, kabupatenkota sudah diatur secara limitatif
dalam UU Pemda dan Peraturan pelaksanaannya serta Peraturan Daerah
Frovingl Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemernintahan
Caerah Provinsi Lampung. Jika urusan perindungan lahan pertanian
pangan berkelanjutan memang sudah menjad: urusan Kabupaten/Kota,
maka memang itu sudah menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota, Urusan
proving: lebih terbatas kepada urusan yang bersifat lintas Kabupaten/
Kota. Penetapan kawasan perdindungan lahan pertanian berkelanjutan
merupakan kewenangan provins, sedangkan penetapan lokasi dan
luasannya menadi kewenangan pemerintah kabupatenfkota

Permerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan
efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan
hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintahan daerah,
potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang
memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sinkronisast Pengendalian Alih
Fungsi Lahan Berkelanjutan dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung
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Momor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah [RTRW)
Provinsi Lampung Tahun 2009-2029, .

Perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat ada 2 (dua) |enis
perencanaan, yaitu, (1) perencanaan pembangunan nasional; dan (2)
perencanaan tata ruang, Keduanya memiliki keterkaitan yang erat satu
sama lain tetapi sekaligus memiliki perbedaan yang tegas. Perencanaan
Pembangunan Nasional diatur dalam dalam Undang-Undang MNe. 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam
undang-undang ini diatur mengenai perencanaan jangka panjang,
angka menengan, dan tahunan, serta harmonisas dan sinkronisasi antar
jenjang waktu perencanaan tersebut. Kemudian diatur juga mengenai
harmonisasi antara perencanaan oleh Pemenntah Pusat, provinsi, dan
kabupatenfkota, sehingga membentuk sualu sistern  perencanaan
pembangunan nasional yang harmenis Perencanaan pembangunan
kemudian diterjemahkan dalam kebijakan penganggaran, sebagai
instrumen  investasi Pemerintah Pusat. Adapun perencanaan tata
ruang (spatial planning), yang diatur dalam Undang-Undang Nomor
26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam undang-undang ini,
penataan ruang diselenggarakan oleh negara secara hirarki dan sinergis
melalul berbagai jenjang pemenntahan. Prinsip yang dikedepankan
dalam undang-undang im adalah harmomsast dalam pemanfaatan
ruang, sehingga lebin mengesampingkan kebebasan daerah untuk
mengeksploitasi ruang untuk kepentingannya semata, Hal ini karena
karakterstik ruang yang bersifat kentinum dan tidak dibatass oleh
wilayah administratif. Dalam rangka menjamin teradinya harmonisas),
Pemernintah Pusal menggunakan berbagal instrumen pengendalian:
insentif, disinsentif, sanksi administratif, dan sanksi pidana.

Perda RTRW dan RPIPD harus menjadi rujukan dalam membentuk
Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Hal ini
dilakukan agar terjadi harmonisas: antara Perda yang akan dibentuk
dengan Perda RTRW dan RPIPD Provinsi Lampung. Hal ini penting
dikarenakan pengalinan fungsi lahan juga terkait dengan penetapan
lahan proyeksi dengan jumiah luas berapahektar dapat ditentukan



dalam peraturan yang akan mengadl rujukan kebigakan pengalihan
fungsi lahan ini .

Peraturan pemerintah ini merupakan amanat Pasal 20 Undang-Undang
26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Dinamika pembangunan
memeriukan pedoman dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan
pengendalian pemantaatan ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran
dan sumber daya dapat diarahkan secara berhasil guna dan berdaya
guna, Salah satu hal penting yang dibutubkan untuk mencapal maksud
tersebut adalah peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan
di segala bidang pembangunan, yang secara spasial dirurmuskan dalam
Rencana Tata Ruang Wilayah MNasioan| (RTRWHN).

Ketentuan Pasal B ayat (2) tentang strateqr untuk perwujudan dan
peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya
meliputi:

a. menetapkan kawasan bud daya yang memiliki nilai strategis nasional
untuk pemanfaatan sumber daya alam di ruang darat, ruang laut,
dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bum: secara sinergis untuk
mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;

b, mengembangkan kegiatan budi daya unggulan di dalam kawasan
beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong
pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya,

c. mengembangkan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek politik,
pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan
dan teknologi,

d. mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya pertanian
pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional;

e, mengembangkan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau
untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan skala ekonomi;
dan

f. mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan yang
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bernilai ekonomi tinggi di Alur Laut Kepulavan Indonesia (ALKD),
Zona Ekonomi Ekstusif Indonesia, dandatau lardas kontinen untuk
meningkatkan perekonomian nasicnal,

Lebib lanjut, ketentuan Pasal 63 tentang kawasan budi daya mengatur
bahwa Kawasan budi daya tergin atas:

a kawasan peruntukan hutan produks;

b. kawasan peruntukan hutan rakyat;

€. kawasan peruntukan pertanan;

d. kawasan peruntukan perikanan;

e. kawasan peruntukan pertambangan;

f  kawasan peruntukan industri;

g, kawasan peruntukan panwisata,

h. kawasan peruntukan permukiman; danfatau
I, kawasan peruntukan lainnya,

Dalam pengelasan Pasal 63 butir c ditetapkan babwa kawasan peruntukan
pertanian selain dimaksudkan untuk mendukung ketahanan pangan
nasional juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku
industsi dan penyediaan lapangan kerja.

Pernahaman tentang “Tata Ruang " dalam arti luas mencakup keterkaitan
dan keserasian tata guna lahan, tata guna air, tata guna udara serta
alokassumberdaya melalui koordinas: dan upaya penyelesaian konflik
antar kepentingan yang berbeda. Dengan demikian Penataan Ruang
Wilayah dapatdirumuskan sebagai hasil dari proses perencanaan tata
guna lahan, air, udara dan sumberdaya lainnya di Provinsi Lampung. Di
samping itu, Penataan Ruang Wilayah Provinsi merupakan penjabaran
dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan merupakan pedoman
terhadap rencana tata ruang yang lebih tinggi.



Ketentuan Pasal 3 tentang kebijakan dan strategi, pada butir ¢ diatur: (c)
mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan budidaya sesuai dengan
daya dukung dan daya tampung lingkungan, melalui: (1) pembatasan
konversi lahan pertanian ingasi teknis untuk kegiatan budidaya lainnya;
{2) pengoptimalan pemanfaatan lahan-lahan tdur untuk kegiatan
produktif, {3) pengembangan kawasan budidaya pertanian sesuaidengan
kemampuan dan kesesuaian lahannya; {4) pengoptimalan pemanfaatan
kawasan budidaya pesisir dan pulau-pulay keeil untuk meningkatkan
daya sang dan perekonomian masyarakat; (5) pengembangan
keterkaitan perkotaan dengan perdesaan melalui pengembangan Desa-
desa pusat pertumbuhan (DPP) dan Konsep Pengembangan Agropolitan
yang akan berfungsi sebagai pusat pemasaran produk pertanian, pusat
pengembangan teknologi dan informasi di bidang pertanian,

Pada butir d butir ke-7 diatur secara eksplisit bahwa untuk mening-
katkan produktifitas sektor-sektor unggulan sesuai dengan daya du-
kung lahan dilakukan dengan cara Penetapan Lahan Pertanian pangan
berkelanjutan.

Ketentuan Pasal 9 tentang Rencana Distribusi Penduduk diatur pada ayat
(1) Rencana distnbusi penduduk dilakukan, melatui: (&) pengidentifikasian
kawasan lindung dan budidaya eksisting; (b) pengidentifikasian daya
dukung terhadap kawasan terbangun, (c) pengidentifikasian jumiah
penduduk optimal dan perwujudan distribusi penduduk sesual dengan
daya tampung kabupaten dan kota di Provins Lampung

Lebih lanjut, pengaturan tentang kawasan budi daya eksisting diatur
pada ayat (2] butr ¢ dan butir d yang mengatur bahwa: (c) penetapan
keberadaan kawasan pertanian sawah dan kebun seluas 12.621 B6 Km?
untuk kepentingan ketahanan pangan dengan cara mengatur larangan
dilakukan konversi lahan menjadi fahan terbangun, {d) penetapan
kawasan perikanan seluas 578,86 Km? dengan caramengatur larangan
dilakukan konversi lahan menjadi lahan terbangun.

Pada ketentuan Pasal 65 tentang Rencana Kawasan Budidaya diatur pada
ayat (1) Arahan pola ruang untuk kegiatan budidaya mencakup arahan
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pemanfaatan yang terdiri dari: (a) kawasan peruntukar hutan produksi;
(1) kawasan peruntukan pertamian, (c) kawasan peruntukan perkebunan,
{d) kawasan peruntukan penkanan; (e} wilayah pertambangan, if)
kawasan peruntukan industn; {g} kawasan peruntukan pariwisata; ()
kawasan peruntukan permukiman; (i) kawasan pertahanan keamanan,

Ketentuan Pasal 67 tentang kawasan peruntukan pertanian diatur pada
ayat (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 65 ayat (1) huruf b ditetapkan sebagal kawasan tanaman pangan
untuk mempertahankan swasembada pangan.

(1) Kawasan perurtukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat
(11, mencakup 18% dan luas Wilayah Provins: Lampung dan meliput:

a. lokasi pertanian lahan basah ditetapkan seluruh wilayah Provins:
Lampung, kecuali Kota Bandar Lampung yang secara spesifik
diarankan untuk pertanian lahan basah dengan produksi komoditas
tanaman pads,

b. luas areal pertanian tanaman pangan lahan kering dengan komoditas
unggulan ubi kayu dan jagung, diupayakan untuk dipertahankan,
terutama untuk mengembangkan pertanian kerakyatan;

¢ pengembangan pertanian lahan kenng selanjutnya diarahkan ci
seluruh kabupaten pada lahan-lahan yang memiliki kesesuaian lahan
yang cukup sesuai, kecuali pada Kabupaten Lampung Barat dan
Tanggarmius.

Kebijakan pengalihan fungsi lahan di Provins Lampung harus dilakukan
di transformasikan secara bertahap. Melalui Peraturan Daerah Provinsi
Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 Dalarn ketentuan mengenai
tata ruang, pada butir 3 disebutkan bahwa herdasarkan Sensus Pertanian
2003, rata-rata luas lahan yang dikuasai oleh rumah tangga pertanian
di Provinsi Larmpung sebesar 1,08 hektar, yang berart lebib rendah dan
rata-rata Sumatera (1,33 hektar) dan Luar Jawa (1,31 hektar), tetaps masih
lebih tingai dari rata-rata di Jawa (0,41 hektar) dan nasional (0,81 hektar).



Jumiah rumah tangga pertanian pengguna lahan yang menguasai lahan
kurang dari 0,50 hektar atau petani gurem mencapal 26,62 %.

Fada pembangunan bidang ekonomi, sektor pertanian masih tetap
mendominast  perekonomian  terhadap pembentukan PORB. Pada
butir 8 disebutkan bahwa tantangan utama dalam produksi pangan
adalah ketidakpastian musim; peningkatan efisiensi produksi pangan di
negara-negara sekitar Indonesia; masih rendahnya produktivitas dan mutu
hasil pertanian, karena tingkat kesuburan dan teknik budidaya yang kurang
tepat; aturan ecolabefing dari negara-neqgara pengimper produk pertanian;
endemi dan pandermi penyakit; pencunan hasil laut das perairan daerah;
peryediaan bibit atau benih bermuty; serta keberlanjutan produksi dan
produktvitas komoditas spesifik unggulan lokal. Tantangan pating serius
yang mengancam keberlanjutan produksi pertanian, khususnya pangar,
adalah adanya alih fungsi lahan irigasifrawa yang terus bertarnbah, akibat
kompetisi penggunaan lahan ke non pertanian, serta meningkatriya
pumilah petani gurem

Pemerintah Provinsi Lampung menyadari batwa kemakmuran akan terjadi
ketika keswasembadaan atau kemandinan dalam berbagai kebutuhan
kehidupan dan pembangunan tercapai. Swasembada pa nagan, pertarian
non pangan, energ, dan produk teknologi mengurangi ketergantungan
sumber dan luar negen. Oleh karena itu, Struktur perekonomian daerah
Lampung kokoh dan tangguh, mula-mula berbasis pertanian dalam
artl luas, termasuk agro industri, kemudian ditransformasikan ke basis
industri {pengolahan dan manufaktur), perdagangan, dan jasa,

Pernbangunan pertanian dalam arti luas (pertanian pangan, dan hortikul-
tura perkebunan, peterpakan, perikanan, dan kelautan) dilakukan dengan
peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah produk primer dido-
rong agar mamgu bersaing di pasar domestik dan internasional serta untuk
memperkuat basis produksi. Upaya im harus dilakukan untuk meningkat-
kan kesejghteraan petani dan nelayan dengan mengembangkan agribs-
nis yang dinamis dan efisien, yang melibatkan partisipasi aktif petani dan
nelayan. Tujuan in diselenggarakan melalui revitalisasi kelermbagaan pada
tingkat operasional, aptimalisasi sumber daya, dan pengembangan SDM
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l?‘g i2) Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah;
n

pelaku usaha agar mampu meningkatkan daya saing melalul peningkatan
produktivitas serta merespon permintaan pasar dan memanfaatkan pelu-
ang usaha. Selain bermanfaal bagi peningkatan pendapatan masyarakal
pedesaan pada umummnya, upaya ini dapat menciptakan diversifikasi per-
ekonomian pedesaan yang pada gilirannya meningkatkan surmbangannya
didalam perturmbuhan perekonomian daerah, Upaya im harus dilakukan
secara terencana dan cermat untuk menjamin terwujudnya transtormasi
seluruh elemen perekonomian daerah ke arah lebih maju dan lebeh kokoh
di era globalisasi dalam rangka mewujudkan keunggulan komparatif ko-
kal.

Sistem ketahanan pangan daerah diarahkan untuk menjaga ketahanan
dan kemandirian pangan daerah dengan mengembangkan kemarmpuan
produks dalam promos yang didukung kelembagaan ketahanan pangan
yang mampu menjamin pemenuhan keputuhan pangan di tingkat rumah
tangga yang cukup, baik dalam jumlah maupun mulu gizinya aman,
merata dan tenangkau yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang
beragarm sesuai dengan keragaman lokal pada setiap Kabupaten/Kota.

Transformasi tersebut juga dilakukan delam bentuk kelembagaan dengan
membentuk dinas terkait. Ketentuan Pasal 2 tentang pembentukan
dinas daerah diatur sebagal berikut:

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Provins,

ay Dinas Pendidikan,

b} Dinas Pemuda dan Clahraga,

¢} Dinas Kesehatan;

d) Dinas Sosial;

e} Dinas Tenaga Kerja dan Transmiqrasi;
f) Dinas Perhubungan;

g) Dinas Komunikasi dan Informatika;



f)
)
i
k)

I}

m)
n
o
1}

ql

Dinas Kebudayaan dan Panwisata
Dinas Bina Marga;
Dinas Pengairan dan Pernukiman;

Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengahb, Perindustnan dan
Perdagangan,;

Dinas Pertarian Tanaman Pangan dan Hortikultura:
Dinas Perkebunan;

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;

Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Kehutanan;
Dinas Pertambangan dan Energs;

Dinas Pendapatan.

Lebih lanjut dalam ketentuan tentang tugas pokok dan fungsi dinas
pertanian tanaman pangan dan holtikultura pada Pasal 28 diatur;

(1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai
tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provins:
di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura berdasarkan
asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi
dan pembantuan serta tugas lain sesual dengan kebijakan yang
ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

{2} Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Pasal ini, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
mempunyal fungsi;

d.

b.

perumusan kebvjaksanaan, pengaturan dan penetapan standar;
promosi ekspor komoditas pertarian unggulan daerah Provinsi;

pengaturan penggunaan air ingasi pertamian (tingkat usaha
tanij;
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d. perumusan kebijakan, koordinasi, pengawasan pelaksanaan
kegiatan bidang pengelolaan lahan dan air; .

e perumusan kebijakan, koordinas, pengawasan pelaksanaan
kequatan bidang tanaman pangan;

f perumusan kebijakan, koordinasi, pengawasan pelaksanaan
kegiatan bidang hortikulturs,

q. perumusan kebijakan, koordinasi, pengawasan pelaksanaan
kegiatan bidang pengelolaan dan pemasaran hasil

h. pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi;
i pelayanan administratif,

Selain ketentuan normatwe yang menjadi dasar pembentukan peraturan
daerah, perlu juga memperhatikan asas-asas dalam pembentukansuaptu
produk hokum, Asas-asas tersebul sangat penting, karena merupakan
landasan atau pijakan dalam pengaturan, juga dalam pelaksanaan dan
penegakan hukumrya. Pada hakikatnya, asas merupakan unsur yang
penting dan pokok dalam hukum. Satjipto Rahardjo mengandaikan
asas sebagai "jantung”-nya peraluran hukum. Kesemua muatan
peraturan perundang-undangan harus dapat dikembalikan kepada
asas-asasnya, karena materi mualan suatu peraturan perundang-
undangan “berangkat” dari asas-asas yang menyusunnya sebagal
sebuah ratio legis. Paton (1971 - 204) mengungkapkan bahwa asas
hukum adalah sarana yang membuat hukum itu hidup, tumbuh dan
berkermbang, karena asas itu mengandung nilai-nilar dan tuntutan etis.
Asas dalam peraturan hukum ibarat jembatan yang menghubungkan
peraturan dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakal yang
gkan diaturnya Meskipun bukan merupakan norma hukum, namun
tidak ada peraturan yang dapat dipahami tanpa mengetahul asas-asas
hukum yang ada di dalarmnya.



3. Faktor Penghambat dalam Pengendalian Alih Fungsi
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Provinsi

Lampung

Setiap pengambilan kebijakan di tingkat pusat maupun daerah akan
memberikan implikasi dalam penerapannya. Undang-undang yang
memberikan kewenangan limitatif “diterjernahkan” pelaksanaannya
di daerah dengan membentuk peraturan daerah, Dalam upaya
pengendalian pengalihan fungsi lahan pertanian pangan paling tidak
dapat dipetakan menjadi beberapa faktor penghambat, vaitu:

a. faktor hukum:

Belum ada sebuah perda sebagai implementasi pelaksanaan WEWENang
pemerintah daerah dalam upaya pengendalian alih fungsi lahan
pertanian di Provinsi Lampung. Perda ini akan memberikan kewena noar
kepada kepala daerah (gubernur) untuk membentuk pengaturan yang
bersifat umum abstrak berupa peraturan gubernur iregeling), maupun
keputusan yang bersifat individual konkret dalam bentuk keputusan
gubernur (beschicking). Peraturan gubernur yang harus segera diatur
antara lain mengenai;

1) perencanaan, pengawasan, dan pengendalian lahan pertanian
pangan berkelanjutan;

2) persyaratan pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
3) tata cara alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan;

4} tata cara dan persyaratan pemotongan Alokasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang diberikan
kepada Kabupaten,

5) perlindungan dan pemberdayaan petani.

Peraturan gubernur yang berfungsi sebagai aturan pelaksana teknis
dari Perda yang akan dibentuk harus segera dibentuk agar Perda
dapat operasional secara yuridis. Peraturan daerah sebagai salah satu
regelling akan mengikat secara hukum setelah diundangkan. Dengan
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demikian, Perda pengendalian atau perlindungan fungsi lahan juga akan
herimplikas: terhadap masyarakat, terutama bagi para petani pemilik
lahan, Bagi petani yang lahannya ditetapkan sebagai perlindungan lahan
pertanian pangan berkelanjutan akan terkat suatu kewajiban untuk
menjaga lahan tersebut agar tidak dialinfungsikan, Penetapan tentang
lokasi dan luasan perlindungan lahan pertanman pangan berkelanjutan
juga akan berpengaruh terhadap rencana umum tata ruang wilayah,
sehingaa “pencetakan lahan® juga berpotens: menimbulkan dampak
bagi kehidupan masyarakat.

b. faktor keuangan daerah,

Yaitu babwa pembiayaan Perlindungan Lahan Pertamian Pangan
Berkelanjutan yang di dalamnya terdapat suatu instrument pengenda-
lian alih fungsi lahan pertanian dibebankan kepada Angoaran Pendapa-
tan dar Belama Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota. Hal ini akan mengakibatkan tarik-ulur antara pemer-
intah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam hal pembiayaan
yang dibebankan kepada APBD Kabupaten/Kota. Masalah lain adalah
pemberian insentif bagi petari, mengingat belum diaturnya sumber
pembiayaan. Raperda yang akan dibentuk ini seyogianya akan menga-
tur secara eksplisit juga tentang sumber pembiayaan.

¢. faktor budaya masyarakat,

Hal imi dikarenakan kultur masyarakat yang semakin dijauhi masyarakat.
Masyarakat yang mengalihfungsikan lahan pertaniannya beranggapan
bahwa menjadi petani merupakan suatu kondisi yang mencerminkan
ketidakmampuan dalam mencan suatu pekerjaan tertentu yang lebih
layak. Petani identik dengan kemiskinan dan dalam kondisi social kelas
bawah, sehingga anggapan inilah yang kemudian memicu untuk beralih
profesi dan bahkan mengalihfungsikan lahan pertaniannya.

d. Faktor ekonami,

Milai tambah (sdded value) yang dihasilkan dari alih fungsi lahan
pertanian menjadi non pertanian cukup tinggi. Banyak terjadi kasus



dimana lahan yang semula merupakan sawah atau lading berubah
menjadi perumahan atau toko dan sarang wallet. Kemundkinan
besar hal ini diderong juga oleh kebutuhan ekonomi yang mendesak
bagi petari pemilix lahan sehingga dijualnya kepada pihak lain, atau
mungkin juga disebabkan karena bosan menjadi petani. Kenyataan di
lapangan dengan kelangkaan pupuk atau tingginya harga pupuk dan
bibit saat musim tanam, sedangakan rendahnya harga hasil pertanian
pangan saat panen tiba, ditambah lagi masalah hama dan pengairan
yang kurang memadai membuat para petani bukan saja tidak untung
(break event point), tap: senngkali mengalami kerugian (lost).

IV. PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan permbahasan dan hasil penelitian diatas, maka simpulan
yang dapat ditank adalah:

Upaya Pengendalian Alih Fungsi Lahan Berkelanjutan di Provinsi
Lampung merupakan wewenang pemerintah  daerah, Penetapan
kawasan perfindungan lahan pertanian  berkelanjutan merupakan
kewenangan provinsi, sedangkan penetapan lokasi dan luasannya
menjadl kewenangan pemerintah kabupatenfkota. Selain itu upaya
pengendalian  pengalifungsian lahan disesuaikan dengan rencana
pembangunan datam konteks penataan ruang. Tahap-tahap pelaksanaan
kebijakan tersebut dimulai dengan pemetaan kebutuhan berupa
pembentukan instansi dimana Provinsi Lampung telah membentuk
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyal tugas
menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang
pertanian tanaman pangan dan hortikultura berdasarkan asas otonomi
yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta
tugas lain sesuai dengan kebijgkan yang ditetapkan oleh Gubernur
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Faktor penghambat dalam upaya pengendalian pengalihan fungsi lahan
paling tidak dapat dipetakan menjadi beberapa faktor penghambat,
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yaitu (i) faktor hukum; yaitu bahwa upaya pengendalian alih fungsi
lahan pertanian merupakan implementase pelaksanaan wewenang
pemenntah daerah di bidang pertanian; (i) faktor keuangan daerah,
aspek ini berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah
untuk pembiayaan upaya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan yang belum dianggarkan secara proporsional, (i) faktor
budaya masyarakat, hal ini dikarenakan kultur masyarakat agrans
semakin ditinggatkan, dan (iv) faktor ekonomi, dimana nilai tambah
ladded value) yang dihasilkan dari alih fungs: lahan pertanian ke non
pertanian cukup tinggi

2. Saran

Diperlukan pembentukan produk hukum berupa peraturan daerah
terkait perlingungan terhadap upaya peraiihan lahan pertanian pangan
berkelanjutan o tingkat Provins Lampung yang selanjuntya juga
tingkat kabupatenfkota sehingga tercipta kepastian hukum. Dalam
hal penganggaran dana, pemenntah dan pihak terkait mengupayakan
alokasi yang |elas untuk menunjang keberlakuan pengaturan atau
kebijakan perindungan terhadapperaliban fungsi lahan pertanian
pangan berkelanjutan di Provins Lampung,
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